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BUPATI LI..IWU TIMUR

PROVINSI SUL{WESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN UMUM PADA PEMBERI

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program PeLayanan
Kesehatan Gratis Provinsi Sr:lawesi Selatan serta
pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional
Daerah dan Umum, perlu menetapkan pengelolaan
Dana Kapitasi darl Non Kapitasi;

b.bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaal Dana Kapitasi Dan Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan
Kesehatart Daerah dan Umum Pada Pemberi
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3
Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbenda-haraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggundawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Talun 2OO4
Nomor 66, Tambahan lEmbaran Negara Nomor 440O;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan t€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggata Jarninsrr Sosial (l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 298, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Negara
Republik Indonesia Talun 2OO5 Nomor 14O,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonegia
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2012
tentang Penerima Bantual Iuran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 264, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 20 1 1;

15. Perafiran Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 874);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014
tentarg Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalarn
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan lBerita ,.,
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor tZSZl; cfl





17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan
Kesehatan Gratis (kmbaran Daerah provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 Nomor 2);

18, Peraturan Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
13 Tahun 2008 tentarg Pedoman Pelaksanaan
Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi
Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2OO8 Nomor 13);

19. Peraturar Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 15
Tahun 2OO8 tentang Regionalisasi Sistem Rujulan
Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan;

20. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor
08184/PSDK- 1/VII/20 t3 tentang Alokasi Anggaran
Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi
Selatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor
5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 23) sebagaimaaa telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timr:r Nomor 12
Tahun 2014 (l€mbarar Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan l€mbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89) Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2OO9
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis
di Kabupaten Luwu Timur (kmbaral Dae rah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelaya-nan Kesehatan
(l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengar
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2013 (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 201 3 Nomor 7);

23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungar Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor
1r);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEI,OL,AAN DANA
KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN UMUM
PADA PEMBERI PEI.AYANAN KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2or5. (h
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Menetapkan :





BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peratur-an Bupati ini yang diEaksud dengan :

I . Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerint }l Daeaah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah yang memimpii pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangal daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan y-ang diberikan

kepada seseorang dalam rartgka observasi, diagnosis, pengoiatan atau
pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan dier"kesm.i, puskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling, poskesdes, polindes, posyaldu, Bidan
Praldek Swasta dan Pel,ayanan Rujukan.

7. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut ppK adalah sarana
pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi
psserta Jarninar Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan umurn
serta anggota keluarga-nya.

8- Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat pertama adalah puskesmas
dengan jaringanaya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan yang
bcrtanggundawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanl'a, meliputi puskesmas dan/atau tanpa
perawatan, puskesmas pembantu {Pustu}, puskesmas keliling termasuk
Poskesdes dan Polindes.

9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pe.tama adalah PeLayanan Kesehatan
Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanas rawat jalan
tingkat pertama yang dilakukan oleh PPK tingkat pertama dan
pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat
pertarna dengan fasilitas rawat inap.

10. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan yallg diberikan
kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan
pelayanarr kesehatan lainnya talpa menginap di Puskesmas.

I 1. Pela)'a4an rawat inap tingkat pertama adala-h pelayaran yang dibedkan
kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan
pelayalan kesehatan lainnya dengal menempati tempat tidur di ruang
rawat i.rap paling sedikit I (satu) hari.

12. Progmm Jaminan Kesehatarr Nasional selanjutnya disebut JKN adalah
jaminan berupa perlindungal kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeiiharaan kesehatarr dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yaig
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintalt.

13. Badan Penyelenggara Ja-rllinarl Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakal program jarninan sosial bidaltg kesehatsn.

14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program
Jamkesda adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis 1'ang
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Strlawesi Selatan dan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur urtuk pelayajran kesehatan q)



rDasyarakat Kabupaten Luwu Timu, dan provinsi Sulawesi Selatan yang
belum memiliki Jarninan Kesehatar apapun.

15. Pela5ranan Umum adalah pel,ayanan Kesehatan yang diberikan kepada
T""IrrTBt_ umum yang membutuhkan petayanan kesehatan pada
Pemberi Pelayanan Kesehatal Tingkat pertama yang tida_k memilikija,urinan kesehatan dan atau peserta jaminan -kesehatan yang
memperoleh pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur yalg adadai
atau tidak memiliki kartu identitas kependudukan.

16.Iuran adalah sejumlah wlrrg yang dibayar secara teratur oleh pes€rta,
pemberi kerja dan atau pemerintah untuk jalrrinalr kesehatan peserta
JKN kepada BPJS Keseharan.

17. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat pBI Ja-rDinan
Kesehatan adalah masyarakat Luwu Timur yarrg tergolong fakir miskin
dan masyarakat tidak raampu sebagai peserta Jarninan Kesehatan
Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah,

18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksala pelayanan
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan lainnya.

19. Jasa Sarana adalal. imbalan yang diterim.a oleh sarana kesehatan atas
pemakaiar sarana fasi.titas puske smas dan jaringamya termasuk
pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap,
kegiataJt promotif dan preventif yang disetor ke Kas Daeral.

20. Bahan darr Alat Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah
obat, bahan kimia, alat kesehatan, ba}lan radiolory dan bahan lainnya
untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis,
prengobatan, rchabilitasi dan penunjang.

21.Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di
sarana pemberi p'elayana! kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan
atas peLayanan yang diterima.

22. Tarif lGpitasi adalah besaran p€mbayaran perbulan yang dibayar
dimuka kepada fasilitas kesehatal Tingkat Pertama berdasarkan
jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dar
jumlah pelayanan kesehat un yang diberikan.

23. Tarif Non Kapitasi adalalt besaral pembayaran kepada fasilitas
kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan
dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

24. Tarif ambulans adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan
kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas darr
atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.

25. Manajemen Klaim Pelayatran Kesehatan adalah penatalaksanaan
kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian
proses pel,ayanan dalt pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada
Dinas Kesehatan dan pada PPK Tingkat Pertama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Ma&sud ditetqpkan Peraturan Bupati ini untuk memberil€n arah daJ!
acuan Gknis dalam petaksanaan pengelolaan dana kapitasi dan non
kapitasi JKN, JamkeJa dan Pelayanan Umum. 1,}1



(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini
kepastian hukulrr dalam pengelolaan dana
Pelayanan Umum,

adalah memb€rikan
JKN, Jarnkesda dan

BAE} III

JENIS PROGRAM

Passl 3

Jenis Pelayanan Kesehatan dengan Jaminan lcsehatan dan Umum meliputi:

a. Jarninan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan jaEinan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaaa kesehatan dan perlindungan dalam
memcnuhi kebutuhan dasar kesehatan diberikan kepada Peserta JKN dan
keluarganya yang berLaku secara nasional;

b. Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang sel,anjutnya disebut
Prograrn Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan
kes€hatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Luwu Timur diluar yrang
sudah dijamin oleh program lain, meojadi kewajiban Pemerfurtah hovinsi
dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; dan

c. Pelayanan umum memberikan pelayanan kesehatan dasar terhadap
masyalakat yang tidak memenuhi persyaratan Jaminan Kesehatan, dan
mendapatkan pelayanan kesehatan atas permintaan sendiri.

BAB IV

SUMBER DANA, PET.IYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

(1) Biaya Ja'Ifnan Kesehatan untuk Peserta JKN Peneri8a Bantuan Iuran
(PBl) bersumber dari iulan FEserta yalg dibayarkan oleh pemerintah dan
biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran
yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah.

(2) Biaya Jarnkesda Kabupatsn Luwu Timur adalah Dana Daerah yang
mendapat alokasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
40% dan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar 6070 dari total
anggaran Jamkesda Kabupaten Luwu Timur.

(3) Dana Pel,ayanan Kesehatan bagi pasien umum seluruhnya bersurnber
pasien umum bersangkutan yang ditagihkan setiap memperoleh marfaat
pelayanan kesehatan dari dibayaikan kepada sarana kesehatan dimana
pasien ters€but menerima manfaat pelayanan kesehatan.

Pasal 5

(1) Dana Kapitasi JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening dana
kapitasi JKN Puskesmas dan Dana Non Kapitssi JKN disetor oleh BPJS
Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur setiap
bulan berdasarkan klaim yang diajukan oleh puskesmas ke BPJS
Kesehatan-

(21 Data Kapitasi JKN yang ada di Rekening Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikaui sebagai pendapatan daerah dan
digunaka-n langsung untuk pelayanan kesehatan Jf'N. {4

I



Pasa] 6
(1) Dana Klaim Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesda yang ada di Kas

Daerah Kabupaten Luwu Tirnur segera dapat ditarik oleh SKPD Dinas
Kesehatal berdasarkaa aturan perlgelolaan keuangan yang berlaku,

{2} Dana Klaim Kesehatan Pasien Umum yang Denjadi pendapatan PPK
Tingkat Pertama segera disetor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Tirnur
segera dapat ditarik kembali oleh SKPD Dinas Kesehatan berdasarkan
aturan pengeloLaan

Pasal 7

(1) Pendapatan Daerah dari Dana Non Kapitasi Peserta JKN yang ada pada
Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dimanfaatlal untuk meningkatkan
mutu dan akses pelayanan kesehatan digunakan sebagai Jasa Sarana
sebesar soyo (1ima puluh per seratus) dan jasa pelayanan kesehatan
sebesar 5O% (lima plruh per semtus) untuk Pelayanan Persalinan, Rawat
Inap dan Protesa Oigi sedangkan untuk PelaJranan Rujukan dengan
ambulance jasa saiana sebesar 6oolo (enam puluh per selatus) dan jasa
pelayanarr 40% (empat puluh per seratus).

(2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditarik kembali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lueu Timur dan
diserahkan s€cara tlrnai kepada PPK Tk. Pertama berdasarkan atural
pengelolaal keuangan.

Pasal 8

(1) Dana Pendapatan Daerah dari klaim pelayaran peserta Jamkesda
Kabupaten LuEr.r Tirnur dimanlaatkan uohrk Jasa Sarana berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timut Nomor I Tahun 2011
sebagaimaaa telah diubah dengan Peraturan Daetal Kabupaten Luwu
Timur Nomor 7 Tahun 2013.

(2) Dana Klaim Pelayaran Kesehatan sebagaima.a dimaksud pada ayat (1)
ditarik seluruhnya kemudian jasa pelayanan diserahkan kepada PPK
Tirrgkat Pertar[a dan Jasa Sarana disetor kembali ke kas daerah oleh
Dinas Kesehatal Kabupaten Luwu Timur berdasarkan aturan
pengelolaan keuangan Ei

(3) Dana Non Kapitasi JKN yerg ada yang ada di Rekening Dinas Kes€hatan
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diakui sebagai perrdapatar daerah
dan setor ke Kas Daeiah Kabupaten Lur*u Timur setelah puskesmas
memasukkan Surat Pertangungiawaban (SP4 ke Dinas Kesehatan.

(a) Dana Kapitasi yang ada di Rekening Puskesmas dan Non Kapitasi yang
ada pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) darr ayat (3) yang telah terakomodir pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan segera dapat dicairkan
berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.

(5) Besarar dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibayarkan ke PPK TinSkat Pertarra berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatar Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.



Pasal 9

(ll Dana Pendapatan Daerah dari klaim PeLayanarr p""]"t.t-* yang ada

"' IiaI i;;:;; Kabupaten Luwu i'o'jr:r dimaafaatkan ,ntuk Jasa

#;;;,i;;;E i"; Daerah Kabupaten Luwu rimr:r Nomor 1

Taiun 2Ol 1.

l2l Darra Pendapatal Daerah dari klaim pelayanan pasien umum
'-' ;b;s.ir"""" 'dimaksud pada ayat (i), Jasa Pelayanan dapat segera

dil;b"li; ke PPK Tinglat Pertarna berdasarkan aturan Pengelolaan
keuanga-n-

Pasal lO

Distribusi Jasa Pelayanan JKN, Jamkesda dan Pelayanan Pasien Umum
kepada petugas p"itb".i p"l^y.ttan di PPK Tingkat Pertama menjadi

"r.t""t g telaU 
-neX 

Tingkat eertama yang ditetaPkan dalam lokakarya
mini puskesmes.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal l1

Peraturalr Bupati ini mulai berlaku sejak targgal 02 Januari 2015,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturao
Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
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Ditetapkan di Malili
pada ta-nggai , ?2 Agusrus 2015
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HA'I'IA M.

Diundaogkan di malili
pada tanggal, t 2 Agusrus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BEzuTA DAERAH KAE}UPATEN LUWU TTMUR TAHUN 2OT5 NOMOR 23

TELAH DI PERIKSA




